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'PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 1980
TENTANG |
PENGGUNAAN MOBIL AMDULAN/JENAZAK

 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN ‘

Menimbang : Bahwa untulk neningkatkan pdlayanan kesehatan pada ununnya, khue
susnya pelayanan rengsangkutan penderita sakit nupun pengangkut-
an jenazah defigdn nobil anby an/jenazah yang tersedia di Runah-
Bakit Daerah atau di. Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang per-

lu bahwa demi kelantaran dan ketertibannya.ketentuan-ketentuan-
tentang tatacara pengaundagnya dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1, Undang=Undang No.S.Tahun 1974 tentang’PokokUPbkok'Pomorintqg
= ' an di Daerah ; '

2e Undang=Undang No,.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-hg
crah Kabupaten dalen lingkungan Propinsi Jawa Tengah JoePerg
turan Pemerintah Noe32 Tahun 1950 73 . imis v R s,

3¢ Undang-Undang No,12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re
tribusi Daerah :

4e Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunien Nog1 Ta
hun 1976 tentang Rumch Sakit yang telah' diubah pertama kali-
dengan Noe11 Tahun 197Q pasal 31,

- Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Ralkyat Daerah Kabupaten Daerah T;ngkat -
II Kebunen ;

MEMUTUS KAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KADUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN TENTANG -
PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN/JENAZAH. s

KRETENTUAN UMUM
Pasal 1,

Dalam Peraturan Daorah ini yang dinaksud dengan
“4s D &erah .t Kabupaten Dacrah Tingkat II Kebumen ;
"2+ Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

3; Kepala Dings Kesehafan: Kepala Dinns Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat -
- Kabupaten II Kebumen ;

4« Mobil Anbulan/Jenazah Mobil milik Penerintah Daerah/Negara yang dipergu
' nakan untuk uengangkut penderita/jcnazah H

5% Penderita ¢ Orang yans nenderita sakit, wanita hanil yang a -
kan melahirkan den orang yang menderites sakit ka-
renn kecelnkaon, -

Pasal 2,

(1). Penempatan nubil ambulan/jenazan ydng'féfsedia sobagaimana'dimgksdﬂ pada
pasal 1 a1 Rumah Sakit danﬂmasing—masingquskesmas-Puskesmas diatur oleh
Kepala Dinns Kesghatan Rakyat, | ‘ -

(2) Pimpinan Rumah Sakit dan Pinpinan Puskosnas bertangpung-jawadb atas pong-
gunaan dan pengelolaan kendarean-kondarasn Scbagaimana dimaksud sub a pa
gal ini, ' R '

Pasal 3 ¢ cecinisciocoooo-



R e

(1) Mobil ambulan:aipepgunakan .

a. nengangkut penderita yang. menurut pengamatan nedis perlu mendapatkan-
pertolongan serta perawatan ;

b, penggunaan nobil ambulan yang bukan untuk keperluan scperti terscbut-
ayat (1) sub a pasal ini harus dengan ijin Bupati Kepala Dacrah ;
(2) Mobil jenazah dipergunakan : " ' '
a. mengangkut jenazah dari tempat yang meninggal kerunah sakit atau Pus=-
kesnas atau sebaliknye dan atau untuk mengangkut  jenazah ketempat pe-
makeman j " ' :

“b. penggunaan robil jenazah yang bukan untuk keperluan seperti tersebut=-

' pada ayat (2) sub a pasal ini harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4o

: Mbbii.ambuian/Jenazah harus dalam keadaan siap pakail, bersih dan berada di=-
“tempat seperti dimaksud pada pasal 2 sub a Peraturan Daerah inie

Pajsal 5. iffs

Pada mobil ambulan/jenazah disamping perawatan-perawatan secbagal perlengkap
an kesehatan yang telah ada, harus fersedia secara khusus scbuah kotak PPPK.

Pasal 6o

Urusan pelayanan dan pemakaian mobil ambulan/jenazah ditugaskan kepada Kepa
la Tata-usaha /Rumah Sakit Uniun/Puskesmas atau pegawal yang ditunjuk untuk-

Pasal 7o

(1) Permintaan untuk menggunakan mnobil anbulan/jenazah diajukan kepada Bagi
an Tata-usaha dan untuk itu discdiakan fornulir.

(2) Kepala Bagian Tata-usaha harus dengan. segera memberi kepastian disetuju
1 dan atau ditolak pernintaan tersebute

(3) a. setelah biaya torschut pasal 9 dipenuhi, Kepala Bagian Tata-usaha <
atau pegawail yang ditunjuk mongeluaqkag”surat perintah jalan menurut:
model yang disediakan dan diberikan kepada petugas yang ditunjuk fe-
bagai peserta disamping pengemudi kendaraan ;

be atas dasar surat perintah jalan tersebut sub a diatas, pengenudi mex
jalankan tugasnya o - i '

c. selesai menjalankantugas, petugas wajib kembali' ke posnya dan lang =
" sung nelaporkan dan nonycrahkan SPJ yang telah dibubuhi catatan tene
~ tang jam- kembali, jarak yang ditempuh menurut keadaan pada alat peng
hitung kilometer yang ada poda kendaraannya dan membubuhgan tanda-~ta

ngan. 7

Pasal: 8,

Penmnakadilan
Dglam kota ! Dglam wilgzah Xabs 'luar Drh Kab,
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as Mobil ambulan * Rpe1000,= *  Rpe100,= - Rpe150,=

o ' I sckall palai setiap km PP. - setiap km PP

be Mobil jena?ah' © - . "Rpo2000,- . Rp.150,—'7‘ ' Rpe250,=

F sckali pakai setiap km PP . - sctiap km PP.
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(2) Untuk sctia]g. sevevevs

j""'"------------------------L
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(2) Untuk sctiap jan henunggu dari pomakai dipungut tambahan pembayaran se-
besar Rp.300,~ (tigaratus rupiah) sctengah jan keatas dihitung satu Jan.

(3) Orang=orang tidak manpu (sckeng) yang dibuktikan dengan keteranga tertu
lis dari Kepala Desa yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pembayaran
terscbut eyat (1) sub a dan b pas~l ini,

Pasal 9,

a, Beaya tersebut ayat (1) sub a dan b pasal 8, harus dibayar dinuka dengan
menyetorkan ke Kas Rumah Sakit/Puskesmas kepada pembayar diberikan kwi -
tansi tanda pembayaran ;

be Pungutan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal 8 dibungut oleh petugas -
yang wajib nmenyetorkannya tenaga Kas RSU/Puskesmas bersamaan pada waktue
nelaporkan schagaimana dimaksud pada ayat (4) sub ¢ pada pasal T.

Pasald 10,

Hale=hal yang belunm cukup diatur dalan Peraturan Daerah.ini sepanjang riengee=
nai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacrah,

Pasal 11,
Dengan ditetapkannya Peraturan Dacrah ini, Peraturan-Peraturan atau ketentu

an-ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang penggunaan mobil ambulan/
Jenazah dinyatakantidak berlaku lagis

Pasal 12,
Peraturan Dagrah ini dapat disecbut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Mo -~

bil ambulan/Jenazah dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundang=-
annyea. . :

Kebumen, 26 Desember 1980,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATIN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBU MEN,
Ketua,
. ttd
ttd

SINGGIH RAMELAN Drso DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 28-7-1981.
~ Lenmbaran Doerah Seri B No.6.
Sekretaris Wilayah/Dacrah,

ttd

S OEPARDN O, S.Ho
NIP; 010013919,







